PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2010
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
(INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
OF AMERICA) BESERTA PENGATURAN PELAKSANAAN ANTARA PEME-
RINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
MENGENAI PROSEDUR NOTIFIKASI (IMPLEMENTING ARRANGEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONES A AND

Menimbang :

THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

REGARDING NOTIFICATION PROCEDURES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwadi Washington D.C., Amerika Serikat, pada tanggal 13 April 2010

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan
Dukungan Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Amerika Serikat (Investment Support Agreement between the
Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
United States of America) beserta Pengaturan Pelaksanaan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat
mengenal Prosedur Notifikasi (Implementing Arrangement between the
Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
United States of America Regarding Notification Procedures), sebagai
hasil perundingan antara Delegasi-delegas Pemerintah  Republik
Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu mengesahkan Persetujuan beserta Pengaturan Pelaksanaan tersebut
dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : . . .



Mengingat

Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
(INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONES A AND THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA) BESERTA PENGATURAN
PELAKSANAAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGENAI PROSEDUR
NOTIFIKASI (IMPLEMENTING ARRANGEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESA AND THE
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA REGARDING
NOTIFICATION PROCEDURES).

Pasal 1. ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Dukungan Penanaman Modal antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (Investment Support
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the United Sates of America) beserta Pengaturan
Pelaksanaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Amerika Serikat mengenal  Prosedur Notifikas (Implementing Arrangement
between the Government of the Republic of Indonesia and the Gover nment
of the United Sates of America Regarding Notification Procedures) yang
telah ditandatangani pada tanggal 13 April 2010 di Washington D.C.,
Amerika Serikat, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan beserta
Pengaturan Pelaksanaan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah
Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 97
Tahun 1967 tentang Pengesahan Persetujuan tentang Jaminan Penanaman
Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika
Serikat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan Presiden ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 19 Juli 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 19 Juli 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 88
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REPURLIK INDONESIA

PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL
ANTARA
PEMERINTAH REFUBLIK INDONESLA
DAN
FPEMERINTAII AMERIK A SERIKAT

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat {sclanjutnya disebut
sebagai “Para Pihak™y,

MENEGASKAN keinginan bersama untuk mendprong kegiatan ekonomi di Indonesia yang
meningkatkan pengembangan sumber daya ekonomi dan kapasilus produktii Republik
indonesia;

MENGAKUI bahwa keragaman bentuk bantwan dan dukungan adalah penting untuk
revilalisasi ekonomi Republil Indonesia;

MERUJUK pada peatingnya pengemnbangan hubungan dan kerja sama ekonomi yang saling
menguntsgiian antara Republik Indouesia dan Amerika Serikat, baik secars. wmum maupun
melali Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Komprehensif yang akan divmumkan di
Jakarta; dan

MEMPERHATIKAN bahwa Overseas Private Imvestment Corporation {“OPIC™, suaw
letnbaga pengembangan dan suafu badan Amerika Scrikat, dapat berperan dalam mencapai
fwjuan-tujuan tersebit melalui peayediaan asuransi penapnaman modal, koasuransi dan
reasuransi, hrtang dan penananian modal penyertaan saham, dan jaminan penanaran modal;

TELAH MENYETUNI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
Sebagaimana dipergunakan dalam Persetujuan ini, istilah-istilah berikit memiliki arti
di bawah ini: '

{a) Istilah “Penerbit™ merujuk pada OPIC, suatu badan Amerika Scrikat yang dibentuk dan
berada sesuai dengan Bagian 231 Undang-undang Bantuan Luar Neged Tahun 1969,
sehagaimiana telah dhbrsh, dan setiap badan Amerika Serikat pengganti.




A R
e

S

1t U T e ] BB )

(b}

Istilah “Dukungan Penanaman Modal” merujuk pada setiap investasi hutang atau
penyeriaan ssham, settap jaminan penanaman modal dap setiap asvransi penanaman
modal, reasuransi, atan keasuranst yang disedizkan oleh Penerbit {atan, dalam hal
koasuransi, disediakan olch Penerbit dan perusahan asuransi komersial {*Para
Koasuradur™) di bawah pengaturan koasuransi dimana Penerbit bertindak baik untuk
dirinva sendui maupun untek Vara Koasursdur tersebut) terkait dengan proyek di
wilayah Republik Indonesia.

PASAL 2

Scbelun memberikan Dukungan Penanaman Modal untuk setiap provek di Repubiik
Indonesia dalam hal kewajiban kontinjensi maksimal atay komitmen keuangan dari Penerbit
akan melebihi jumlah yang disetujui, Penerbit wajib membetitahukan Pemerintah Eepublik
Indonesia, dengan memberikan infonmasi yang disetujui sesuai dengan prosedur-prosedur
yang ditetapkan dalam pengaturan pelaksanazn yang berlaku pada saat itu.

(a)

{b)

{c)

PASAL 3

Penerbit sebagai suatu entitas wajib diatur secara khusus oleh hukum Amerika Serikat
yang berlaku untuk asuransi atau lembaga kevangan. Akan tetapi, dalam hal pengaturan
Dukungan Penanaman Modal terhadap setiap proyek di Republik lndonesia, Penerbit
wajib memenuhi persyaratan untuk proyek tertentu sesuai dengan hwukum Indonesia
yang, berlaku wmum untuk entitas sejenis, baik domestik, asing, maupun muliilateral,
untuk memperolel hak-hak dan memiliki akses pada pemecahan masatah yang tersedia
untuk entitas sejenis berdasarkan hukum [ndonesia.

Apabila Penerbil, sendiri ataw dongan Koasuradur, melakukan pembayvaran kcpada
seseorang atau eftitas, atau menggunakan hak-haknya schagai kreditor atau pemegang
hak subrogesi, lerkait dengan setiap Dukungan Penanaman Modal, Republik Indonesia
wajilr mengakui pengalihan kepada, atau akuisisi oleh, Penerbit dan setiap Koasuradur
dalam bentuk luna, rekening, kredit, alat-alat pembayaran lainnya yang berhubungan
dengan pembayaran terscbut atau penggunaan hak tersebut, serta penggantian dari
Penerbit dan setiap Koasuradur untuk seliap hak, hak milik, tagihan, hak istimewa atau
penyebab dari tindakan yang ada, atau yang mungkin timbual, dajam hubungan ini.

Pemerintoh  Republik Indonesia mengakui kewajiban terhadap Penerbit sebagai
pemegang hak subropasi dalam hubungannya dengan Dukungan Penanaman Modal
hanya untuk tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawsb sesuai  hukum
internasional atau kewajiban sesuai hukum Indonesia atau keduanya.

Terhadap sctiap kepentingan yang dialihkan kepada Penerbit atau Koasuradur atan
setiap kepenfingan yang diambil alih Penerbit atau Koasuradur pada Pasal ini, atas
haknya sendiri atau schaliknya, Penerbit wajib memperolch hak tidak Jebih besar dari
orang atay entitas lain dari mana kepentingan tersehut diterima. Hak Penerbit sesuai
dengan ayat () dari Pasal jni, wejib tenpa mengurangi seiiap hak lain clari kedua Pihak
dafam kapasitas kedaufatan mereka. Tidak ada Koasuradur atau reasuradur atau
penanam modal vang berhak atas manfaat dari Persetujuan ini kecuali bertindak
meialul, atau xepentingannya telah diberikan kewenangan kepada Penerit.

o
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(a}

(b)

{a)

(b)

PASAL 4

Jumiah daliem mata vuang Repubiik Indonesia, termasuk uang tunai, rekening, kredit,
alat-alal pembayaran atau lainnya, yang didapatkan olch Penerbit (atan oleh Fencrbit
dan seliap Koasuradur), sejak melakukan pembayaran, atay sejak pelaksanazn hak-hak
mereka setagai kroditur, yanp berwbungan dengan settap Dukungan Penanaman
Modal untu suatu proyek di Republik Indonesia, wajib diberikan perlekuan di wilayah
Republik Indonesia tidak kurang mengontungkan dalam hal penggunaan  dan
perubahani/a daripada pedakuan untuk dana-dana dimaksued yang telah diberikan di
tangan orang atau entitas darf mana jumlah tersebut diperoteh.

Mata vang dan kredit dimaksud dapat dialiktkan kepada setiap orany; atau entitas dan
sejak transfer dimaksud wajib disediakan secara bebas untuk digunaksn oleh orang atau
entitas terschut di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan hukumnya.

FASAL 5

Setiap persclisihan antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran alau penerapan
Persctujuan atay berkenaan dengan wamian, vang berhubungan dengan setiap provek
atau Kegiatan dimana Dukengan Penanaman Modal telah diberikan, aras kerugian yang
diderita oleh Penerbit yang menjadi permasalaban hukum internasional atau kerugian
yang diderita Penerbit dimana Republik indoncsia dapat memiliki pertanggungjawaban
hukwm lainnya seharusaya diselesaikan, sefauh mungkin, melalui konsultasi dan
perundingan entara Para Pihak. Jika salah saty Pihak sewakty-waktu menimbang balwa
perselisihan tidak dapat diselesaikan mclatui konsujtasi dan perundingan, Pihak tersebut
dapal, sejak 90 (sembilan puluh) hari setelsh pemberitahuan dan tznpa persyaralan
uniuk menempuh upays pemutiban lainnya, mengajukan sengketa dimaksud ke arbitrasi
untuk mendapatkan sustu keputusan yang mengikat atauw keputusan olch suatu
Mahkamah sesvai dengan ketentuan ayat (b} dari Pasal ini.

Mabkamah sebagaimana dirujuk dalam ayat (2) dari Pasal ini wajib dibenwk dan wajib
beritingsi sehagaf berikut: ;

{i} Kecuali para Pihak menycpakati sebaliknya, Mahkamah wajib terdici dari tiga
arbitrator, satu arbitrator ditunjuk oleh masing-masing Pihak dan arbitrator keliga,
wajib warga negara dari negara ketiga dan ketua arbitrator, dituniuk berdasarkan
persetujuan Para Pihak.

(i) Pihak arbitrator yang tetah dltunjuk para Pihak wajib ditunjuk dalam waktu tiga
bulan, dan ketua arbitrator dalam wakto enam bulan, sejak langpal sengketa
dimaksod diajukan ke arbifrase.




{ili} Apabila penunjukan tidak dilakukan dalarn batas waktu di atas, salah saty Pihak
dapat, dengan ketiadaan kesepakatan lainnya, meminta Sekretaris Jenderal Pysat
Penyeicsaian Sengketa Penanaman Modal Internasional (Frermetional Centre for
Setticnient of Investment DisputesfICSID) entuk melakokan penunjukan atau
penunjukan-penunjukan yang diperlukan.

3 {v) Dalzm hal ketiadaan kesepaketan Para Pihak yang bertentangzan, Aturan Arbitrasc
_ Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Huokum Perdagan zan Intemasional
{United Nations Commission on Internationa! Trade Law/UNCITRAL) wajib
mengatur avilrase dimaksed, kecuall sebagaiinana telah dimodifikast cich Pata
Fikak gfan Persctujnan ini.

(v) Mahkatiah wajib memutuskan isu-ist yang menjadi sengkets sesual dengan
Persctujuan ini, styran hukum internasional yang berlaku dan, apabila diperiukan,
ateran-aturan relevan dar hukum Indonesia yang berdalkiu.

(vi) Keputsan atau pulusan Mahkamah wajib dibuat oleh sekurang-kerangnyz dua
darl anggotanys, secara tertulis, dan menyatakan alasan-alasan  yang
mendasarinya.

tvil} Kepumsan atav putusan Mahkamah wajib bersifat final dan mengikat. Masing-
masiitg Pihak wajib mematuhi dan inemcnubi hal-hal yang merjadi keputusan
alae putisan dimaksud tanpa penundsan. Keputusan atay putusan yang dibual
oleh Mahkamah wajib tidak bersifat mengikat kecuali di antara para Fihak dan
terkenaan dengan sengketa tertentu,

(viii) Biaya-biaya yang dikcluarkan oleh para arbitmtor yang ditunjuk olch Para Pihak
dan cleh ketwa arbitrator, dan biays proses acars lainnya, wajib di bayarkan oleh
Para Pihiek sccara berimbang. Dalam kepuwmsan atau putusannys, Mahkamah
dapat, dalam kewenangannya, mengalokasikan kembali pengeluaran-pengeluaran
atau biaya-biays antara Para Piliak, termasul; mengarehkan bahwa suat biaya
yang lebih besar yang dibayar salah satu Pihak,

PASAL 6
Salah satu Pihak dapat meminta setiap saat secara terfulis perubahan Persetujuan ini. Sefiap

peruhahan yang telah disepakati oich Para Pihak wajib mulai berlaky pada tanggal
sebagaimana akan ditenitukan oleh Para Pihak. _

 PABAL7

(a) Persctujuan ini wajib mulai berfaku pada tanpgal dimana Pemerinth Republik
Indonesia memberitahukan Pemerintah Awerika Serikar bahwa semua persyaratan
huloum untuk muai berlakunya Persetujuan ini telah dipenubi.




{b} Sejak mulai serlaku, Porsetujuan ini wajib mencabut Persetujuan mengenai Penjaminan

{c)

Penanaman Modal antara Amerika Serikal dan Republik Tndonesia yang diberlakukan
dengan periukaran nota yang ditandatangani di Jakarta, 7lanuari 1967 dan molai
berlaku pada tanggal 22 Agustius 1967, Setclah mulai bedak unya Persetujuan i, semua
hal yang terkait dengan dukmngzn OPIC untuk proyek-proyek di wilayah Republik
Indonesia wajib disclesaikan berdasarkan ketenfuan-ketentuan dar Persetujuan ini.

Masing-ntasing Pihak berhak uniik mengakhiri Persctujuan ini setiap saat sgjak enam
bulan dengan pemberitabuan sccara tertulis kepada pikak lainnya. Dalam hat demikian,
ketentuan-keteatiran darl Persclujuan ini, terkait Dukungan Penanaman Modal yang
diberikan sebelumnya atan sementara Persetujuan ini berlaku, wafib tetap berlaku
sepanjang Dukungan Penanaman Modal tersebut tetap berlangrsung, tetapi tidak lebils
dari doa pulu tahun setelah pengakhitan Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberikan kewenangan olch
Pernerintah masing-masing, telah menandatangani Persctujuan ini.

DIBUAT di Washington D.C., dalam rangkap dua, tanggal 13 April, 2010, dalam bahasa
Inggris dan bahasa Indonesia, masing masing naskah memiliki kekuatan hukvm yang sama.

ERINTAH UNTUK PEMERINTAH
INDHONESEA AMERIKA SERTKAT

P

Lawrence Spinclli

Kepata Badau Kogrdinasi Acring President Ovetseas Private
Penanswman hedal Tnvestrent Corpotition
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EEPUBLIK INDONESIA

PENGATURAN PELAKSANAAN
ANTARA
FPEMERINTAH REPUBLIK INDOINESEA
DAN
PEMERINTAH AMERTKA SERIKAT
MENGENAI PROSEDUR NOTIFIK ASE

SESUAI dengan Pasal 2 dari Persetujuan Dukunpgan Penanaman Modal artara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat yang ditandatangani ¢ ‘Wasingion D.C.,
pada 13 April 2010,

MENYEPAKATI batiwa, kecuali ditetapkan iaitt, semua keletapan yang disebutkan pada
Persenyjuan  Dukungan Penapaman Modal wajlh mentpinyai artic yang sama  Jalam
Fengaluran Pelaksanaan ini;

Para Pihak telab menyetujui hal-hal sebagai beriku:

1. Sebclum memberikan Dukengan Investasi sebagaimana komitmen keuangan Penerbit di
Repubiik Indonesia, lermasuk kewajiban kontijensi yang melebihi US$H 160 juta, Penerbit
wajib menyampaikan pemberitahuan terfulis yang berisi informasi berikut képada
Pemerintah Republik Indonesia:

Identifikasi para penanam modal yang telah meminta Dukungan Penanaman Modal,

Deskripsi Proyek;

Perkiraan total proyek penanaman modal;

Jumlah dan jenis Dukungan Penanaman yang diminta

o sR

2. Pemberilahvan tertulis merujuk pada paragraf 1 wajib diserabikan olch Duta Besar

Amerlka Serikat kepada Pemerintah Republik Indomesia melalui Kepala Badag
Koordinasi Penanaman Modal (BEPM).

3. Kepala BKPM wajib menyampaikan tanggapan tertulis kepada Duta Besar Amerika

Serikat di Jakarta dalam waktu 30 hari kalender setelsh tanggal pemaberitahuan tertulis
diterima,




4. Pemerintah Republik Indvnesia, berwenang menolak sctiap persetufuan permohonan
Dukungan Penanaman Modal dan penolakan persetojuan tersebut akan bersifat final.
Namun, Penerbit dapat meminta penjelasan dari Kepala BKPM melalul Duta Besar
Amerika Serilial untuk panduan ke depan dalam menjalankan program Penerbit di
Eepublik Indonesia,

Pengaturan Pclaksanaan ni wajib berlaku pada waliu yaug sama dengan borlakunya
Persetujuan Dukungan Pensnaman Modal dan wajib tetap berlaku sampai dilakukan
perubahan atau sampai Fersetujuan Dukungan Penanaman Modal tersebut diakhiri.

- Setiap Pihak clapat sctiap saat mengajukan perubahan secara tertulis dari Pengaturan
Pelaksanaan ini. Setiap perubahan yang telah disctujui oleh para Pihak wajib berlaku pada
tanggal yang ditentukan cleh Para Pihak.

SEBAGAT BUKTI, vang bertanda tangan dibawah ini, diberikan kuasa oleh Pemcrintah
masing-masing, teluh menandatangani Pengaturan Pelaksanaan ing.

DIBUAT di Washinglon D.C,, dalam rangkap dva, pada tanggal 13 April 2018 dalam Bahasa
Indonesia dan laggyis, setiap naskah memilki kekuatan hukum yang sama.

Untuk Femerintah/Republil Indonesia Pemerintah Amerika Serikat

Gita Wirjzwan Lawrcoce Spineli]
Kepala Badan Penanaman MModal Acting President Overseas Private
Tnvestment Corporation




REPUELIK INDONESIA

INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMFPRICA

The Government of the Republic of Indonesia and the Govermnment of the United Siates of
America (herginafier referred to as the “Partias™);

AFFIRMING their common dosire to encourage econumic activities in the Republic of
Indonesia that promote the deveiopment of the economic resources and productive capacities
of the Republic of Indonesia;

ACKNOWLEDGING that diverse [ormus of assistance and support are gnportant to the
economic revitalization of the Republic of Tndonesia;

RFFERRING to the importance of developing a mutually advamaguots cconomic
relationship and cooperation between the Republic of Indonesia and the United States of
America, both in general and through the Joint Declaration on a Comprehensive Partnership,
10 be announced af Jakarta; and

NOTING that the Overseas Private Invesiment Corporation (“OPICT), a development
institution and an agency of the United States of America, can be instrumental in achieving
these objectives throagh its provision of investment insurance, coinsurance and reinsurance,
debt and equity investments and investinent guacanties:

HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1

As used in this Agreemenl, the fa{lowing terms have the meanings herein provided:

(8} The twrm “Issucr” refers to OPIC, an agency of the United Stares of Armerica created
and existing pursuant to Section 231 of the Foreign Assistance Act of 1969, as
amereded, and any successor agency of the United Stafes of America.




{(b) The term “Investment Suppurt” refers to any debt or equity investment, any mvestment

puaranty and any investment insurance, reinsurance or coinsurarice which is provided
by the Issoer (or, in the case of coinsurance, is provided by the Issuer and commercial
insurance companies {“Coinsurers”™) under coinsurance arrangements under which the
Issuer acts both for Hself and for such Coinsurers) in connection with 4 project in the
territory of the Republic of Indonesia

ARTICLE 2

Before providing Investment Support for any project in the Republic of Indonesia as to Which
the Issuer’s maxinium contingent liability or financial corumitment would xceed an agrecd
amount, the Issuer shall notify the Government of the Republic of Indonesia, providing
agreed information in accordance with the procedures set forth in the implementing
arrangement (haf is in force at the time.

(2]

(b}

{c)

ARTICLE 3

The Essucr as an ertily shali be regulated exclusively under the laws of the United States
applicable to insurance or financial organications. However, in the provisien of
Investmient Support with respect to any praject in the Republic of [ndosesia, the Tssuer
shall comply with the project-specific requirements of Indonesian law that are generally
applicable to such entities, whether domestic, foreign or muliilateral, in order to be
afforded the rights and have aceess to the remedies that are ayvailable to such enfitics
vader Indonesian faw.

If the Isswecr, clone or with a Cotnsurer, makes a payment to &my person or entily, or
cxercises s rights as a creditor or subrogeg, in connection with any Investment
Support, the Republic of Indonesia shail recognize the transfer to, or acquisition by, the
Issuer and any Coinsurer of any cash, accounts, credits, instuments or other assets in
connection witia such payment or the exercise of such rights, as well as the succession
of the lssuer and any Coinsurer to any right, title, claim, privilege or cause of action
existing, or which may arise, in connection therewith.

The Government of the Republic of Indonesia recognizes Hability to the Issuer as
subrogee in contiection with Invesiment Support only for acts for which i bears state
responsibility wnder international law or liabilily under Indonesian law or both.

With respect to any interests ransforred to the Issuer or a Coinsurer or any inlerests to
which the Issuer or a Coinsurer succeeds under this Article, in its own right or
otherwise, the Issuer shall assert no greater rights than those of the petson -or entity from
whom such inlercsts were received. The rights of the Issuer pursuant to paragraph (b) of
this Articie shall be without prejudice to any other rights of the Partics in thoir
sovereign capacities. Mo Coinsurer or reinsurer or investor shall be entitled to the
benefits of this Agrecnient unless i1 is acting through, or its interests have been assigned
ta, the Issuer.
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(a)

(a)
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ARTICLE 4

Amounts in the cumrency of the Republic of Indonesia, incleding cash, accounts, credits,
mstraments or otherwise, acquired by he Issuer (or by the [ssuer and any Coiisurer)
upon making a payment, or upon the exercise of its rights as a creditor, in connoetion
with any Invesimeni Support for a project in the Republic of lndonesia, shall be
accorded treatiment in the territory of the Republic of indonesia no less favorable as to
use and conversion than the treatment to whtich such funds would hava been entitled in
the hands of 1y person or entily from which such amounts were acquired.

Such curency and credits may be trassferred to any persosft or entity and upon such
transfir shall be freely available for use by sech person or entily in the temitory of the
Republic of Indonesia in accordance with its laws.

ARTICLE 5

Any disputc between the Parivs regarding the imcrpretation or application of this
Agreement or regarding a claim, in councclion with any project or activity for which
Investment Support has been provided, for loss to the Issuer which presents a question
of international law or for loss to the Issuer for which the Republic of Indonesia may
have other legal liability should be resalved, insofar as possible, through consultations
and negotiations betwoen the Parties. If al any time either Party considers that the
dispute cannor be resolved through consultations and pegotiations, it may, Ypon ninety
{90} days notice and without any requirement to exhaust ather remedlics, submit the
dispute 10 arbitration for a binding decision or award by a tribunal in accordance with
patagraph {b) of this Arnticle, '

The tribunal referred (o in paragraplt {a) of this Article shall be estabiished and shall
function as follows: '

(i) Unless the Parties agree otherwise, the tribunal shall comyprise three arbitrators,
one arbittator appointed by each Party and the third, who shall be a citizen of a
third state and the preswing arbitrator, appointed by agreement of iF ¢ Parties.

(ii) The Party-appointed arbitrators shall be appointed within three months, and the
presiding arbitrator within six months, of the date the dispute is submitted to
arbitratior. :

(iii) If the appoiniments. are not made within the foregoing time limits, either Party
may, in the absence of any other agreemenl, request the Secretary-General of the
Liternatiopal Centre for the Seltlement of lnvestment Dhisputes to take the
necessary appointnent of dppointments.

{iv) In the absence of an agreement by the Parties to the contrary, the UNCITRAL
Arbitration Rules shall povern the arhitration, except as modified by the Parties or
this Agreement,
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(v} The tribunal shall decide the issues in dispute in accordance with this Agreement,
applicable rales of international fuw and, as necessary, relevant rules of applicable
Indonesian faw.

(vi}) The decision or award of the tribunal shall be made by at keast two of its members,
be in wriling, and state the reasons on which it is based.

(vil) The devision or award made by the ribunal shall be final and binding. Each Party
shall abide by and comply with the terms of the decision or award without delay.
The decision or award made by the tribunal shall have no binding force except
between the Parties and in respect of the particular dispute.

{vili} Expenscs incurred by the Party-appainted arbitrators and the presiding arbiteator,
and other costs of the proceedings, shall be paid for equaity by tie Parties. In its
decision or award, lhe tribunal may. in its discretion, reallocate espenses and costs
between the Parties, including dirccting that a higher proportion of the costs be
paid by one of the Parties.

ARTICLE 6

Either Party may request al any time in writing amendment of this Agrecement. Any
amendmett which has been agreed by the 'arties shali enter into force on such date as will be
dctermined by the Parties,

{a)

(L

{c)

ARTICLE 7

This Agreement shall enter into force on the date on which the Government of the
Republic of Indonesia notifies the Government of the United States of America that all
legal requiremnents for entry into force of this Agreement have been fulfilled.

Upon entry into force, this Agreement shall supersede the Agreement on Investment
Guarenlies between the United States of America and the Republic of Indonesia
effected by exchange of notes signed at Djakarta, January 7, 1967 and ertered inio force
August 22, 1967. Afier the entry into force of this Agrecment, all matters relating to
OPIC support of projects in the territory of the Republic of Indonesia shall be resolved
under the terms of this Agrcement.

Each Party has the right to terminate this Agreement at any fime upon six months
written notice to the other. In such event, the provisions of this Agreement shall, with

- respect to Investment Support provided priar o or while this Agreement was in force,

remain in force 50 long as such Investment Support remaing outstanding, but in ne case
longer than twenty years after the termination of this Agreement.




IN WEITNESS WHEREQY, the undersigned, duly authorized bx heir respoctive
Governments, have signed this Agreement,

DONE at Washington D.C., in duplicate, this 13™ day of April, 2010, in the Cnglish and
Indonesian fangueapes, each text being equally authentic.

NT OF THE FOR THE GOYERNMENT OF THE
INBHONESIA UNITED STATES OF AMERICA

FOR THE GOVE
REPUBLIC

/ | 4
.lf '
Giﬁl Wirjawan : _ Lawrence Spinelli
Chairman of the Investment Coordinating Acting President Overseas Private
Board Investent Carporation
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REPUBLIEK INDONESLA

IMPLEMENTING ARRANGEMENT BETWERN
THE GOVERNMENT OF THE REPURLIC OF INDONESLA
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATFES OF AMERIC A
REGARDING NOTTFICATION PROCEDURES

FURSUANT TO Adticls 2 of the lavestmens Support Agreement between he Govermment
of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America signed at
Washington D.C., or Aprii 137, 2010:

AGREEING that, unless otherwise definad, all the termys delined in the Investment Suppon
Agreemnent shall have the saime meaning in this Implementing Arrangemeni;

The Parties have agreed as Doilows:

[

Before providing Investment Support as to which the financial commitnent of the Issuer
i the Republic of Indoaesia, including coatingent liabilities, exceeds USS 100 million,
the Tssuer shall submlt writton natification comtaining ibe following info-mation 1o the
Governntent of the Republic of indonesia:

a. The ideniification of investors who have requested Investment Suppori;

B, Description of the project; :

c. Estimated totsl project investment;

4. The amount ard types of Invesiment Support reguested

The written notification reforred 1o in paragraph 1 shall be submitted by the US
Ambassador 1o the Government of the Republic of Indonesia through the Chairman of the
Investment Coordinating Board of Government of the Republic of Indonesia (BEM),

- The Chairman of BKPM shall deliver a written response to the US Ambassader in Jakarta

within thirty (30) calendar days after ths date on whick the writien notification was
received.

The Goverament of the Republic of Indanesia, in is discrstion, may deny approval of any
request for Investment Support, and its denial of the approval shail be final. However, the
Issuer may request an explanation from the. Chairman of BKPM throu gh the US
Ambagsadar for fubure muidance in conducting the Tsnuer’s programs in the Republic of
Indonesia.




5. This Implementing Arrangonent shall enter into force on the same dale as the Investment
support Agreement chiters inte force and shail remain in force until it is amended or the
Iavestmend Suprort Apgreement is wmiinated, :

6. Either Party may réquest ar any tine in writing amendment of this Implementing
Amangement, Any amendment whicl has been agrecd by the Parties shall enter into force
on such date as will be determined by the Parlies.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly awthorized by their respective
Governments, have signed this Implementing Arrangenicnt.

DONE at Washington IN.C., in duplicate, on the 13™ day of Aprii 2010 in the English and
Indonesian languages, sach text being equally authentic,

rnment of the For the Government of the
{ Indonesia siited Seéates of America

Ceifa Wirjawan inclli
Chairman of Tnvestment . Acting President rscas Private

Coordinating Board Investment Corporation




